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Isu Kunci 
Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:  

1) Ocean accounting (OA): Merupakan program pengelolaan data yang menjelaskan terkait dengan 

aset sumber daya laut, interaksi, dan perubahan antar waktu di suatu wilayah. 

2) Overfishing dan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF): Menyebabkan penurunan 

drastis stok ikan dan kerusakan habitat laut, serta mengancam keberlanjutan ekosistem. 

3) Kerusakan ekosistem laut: Terjadinya degradasi mangrove, padang lamun dan terumbu karang 

akibat aktivitas manusia yang melemahkan fungsi ekologis esensial. 

4) Kebijakan sektoral: Pengelolaan laut belum dilakukan secara komprehensif dan berbasis data, 

sehingga menyulitkan perumusan strategi yang efisien dan berkelanjutan. 

5) Kompleksitas pengelolaan: Perlunya pendekatan ocean accounting untuk mengintegrasikan 

informasi ekologi, ekonomi, dan sosial demi solusi terpadu. 

 

Ringkasan 
Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan laut yang luar biasa, tetapi Indonesia juga 

menghadapi krisis serius akibat eksploitasi secara berlebihan, illegal, unreported, and unregulated 

fishing (IUUF) serta fragmentasi kebijakan. Ancaman ini tidak hanya mengikis stok ikan dan merusak 

ekosistem vital, tetapi tentu membahayakan keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. 

Policy brief ini mengusulkan Ocean Accounting (OA) sebagai sebuah sistem yang dapat memberikan 

gambaran komprehensif. Dengan OA, pemerintah dapat membuat kebijakan berbasis bukti untuk 

deteksi dini overfishing, evaluasi kinerja pengelolaan laut daerah, serta penguatan kapasitas 

kelembagaan dan SDM. Memahami dan menerapkan rekomendasi ini berarti kita berinvestasi pada 

masa depan laut Indonesia. Hal ini akan membantu untuk memastikan kekayaan laut kita agar tetap 

terjaga dan bisa dinikmati oleh generasi saat kini dan yang akan mendatang. 

Kata kunci: Kebijakan, kerusakan, overfishing
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Pendahuluan 
Indonesia merupakan negara maritim 

dengan gugusan pulau dan garis pantai terpanjang 

kedua di dunia. Berdasarkan data yang dipublikasi 

Badan Informasi Geospasial (BIG) menunjukan 

17.380 pulau yang telah diberikan titik koordinat 

dengan garis pantai sepanjang 99.083 kilometer 

(BIG 2024). Selain itu, Indonesia juga memiliki 

perairan laut terluas di antara negara Asia yang 

memiliki kekayaan alam dan potensi besar untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (public 

welfare) (Nikawanti 2021). Kondisi tersebut 

menjadikan Indonesia sebagai negara strategis 

untuk mengembangkan Sumber Daya Alam (SDA) 

terutama di sektor perikanan. Sekitar tiga 

perempat wilayah Indonesia ini merupakan lautan, 

hal ini bisa dikatakan bahwa laut menjadi kunci 

utama bagi perekonomian dan kesejahteraan di 

Indonesia (Mous et al. 2005).   

Tekanan Eksploitasi dan 

Penurunan Ekosistem Laut 
Laut sudah lama menjadi sumber daya vital 

bagi kehidupan manusia, menyediakan makanan, 

jalur transportasi dan sumber energi (Adibrata et 

al. 2022). Namun pemanfaatannya seringkali 

berlebihan dan tidak berkelanjutan. Saat ini 

sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia 

khususnya perikanan tangkap, menghadapi 

tantangan besar. Aktivitas penangkapan ikan 

berlebihan dengan alat destruktif telah 

menurunkan populasi ikan dan mengganggu 

keseimbangan ekosistem laut (Soeparna dan 

Taofiqurohman 2024). Ini terjadi meskipun 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur 

telah mengatur penangkapan ikan secara 

terkendali berdasarkan kuota ilmiah untuk 

menjaga kelestarian. Setiap orang, pemerintah 

pusat, atau pemerintah daerah yang melakukan 

pemanfaatan kuota penangkapan ikan pada zona 

penangkapan ikan terukur wajib menggunakan alat 

penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai 

dengan regulasi yang berlaku. Ketentuan ini tidak 

hanya mengatur jumlah tangkapan, tetapi juga 

membantu untuk mengendalikan cara 

penangkapan agar tidak merusak lingkungan laut, 

termasuk terumbu karang dan lainnya. 

Pemanfaatan sumberdaya ikan harus 

mempertimbangkan batas tangkapan maksimum, 

sehingga masih memungkinkan ikan untuk 

berkembang biak dan pulih kembali, kondisi ini 

dikenal dengan Maximum Sustainable Yield (MSY) 

(DPSDI KKP 2024). Data dari Kementerian Kelautan 

dan Perikanan menunjukkan lebih dari 50% 

kelompok ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 

(WPP) berstatus ”fully exploited” dan over-

exploited, karena pemanfaatannya berada dalam 

rentang 0,5 < E < 1 dan E > 1 (KKP 2024).  Kondisi 

eksploitasi berlebih ini dapat menyebabkan 

penurunan produktivitas perikanan di masa kini 

maupun mendatang (Napitupulu et al. 2022)

 
Gambar 1 Data Volume Penangkapan Ikan di Indonesia  (DPSDI KKP 2024)
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Gambar 2 Data Statistik Produksi Perikanan Tangkap Laut (DPSDI KKP 2024) 

Volume penangkapan ikan di Indonesia 

berfluktuasi, dari 6.630.123 ton pada tahun 

2019, terjadi penurunan pada tahun 2020 

akibat pandemi COVID-19. Namun volume 

kembali naik menjadi   6.767.565 ton di 2021 

dan puncaknya di 2023 dengan 7.373.516 ton 

(Gambar 1). Peningkatan ini harus diimbangi 

prinsip keberlanjutan agar sumber daya ikan 

dan ekosistem laut tetap lestari. Produksi 

perikanan tangkap laut tersebar di perairan 

Indonesia. Jawa Timur, Maluku, dan Sulawesi 

Selatan menjadi provinsi dengan produksi 

perikanan tangkap laut tertinggi (Gambar 2). 

Kenaikan ini bagaimanapun berujung pada 

degradasi sumber daya ikan akibat eksploitasi 

berlebihan melebihi kemampuan regenerasi 

(DPSDI KKP 2024).  

Penggunaan alat tangkap destruktif 

seperti cantrang, pukat harimau, bom dan 

potasium yang masih marak meski dilarang 

berpotensi merusak habitat, menurunkan 

biodiversitas  dan stok sumber daya hayati ikan 

di alam liar (Latuconsina 2023).  Praktik 

penangkapan ikan dengan menggunakan kapal 

centrang terus meningkat dari tahun 2019 -

2022, pada tahun 2019 jumlah kapal centrang 

mencapai 5.756 unit sedangkan pada tahun 

2022 meningkat dua kali lipat mencapai 11.459 

unit (KKP 2023). Hal ini menunjukan nelayan 

masih banyak mempraktikkan pengunaan alat 

tangkap yang dilarang oleh negara. 

Selain itu overfishing menimbulkan efek 

berantai yang merusak seluruh ekosistem laut. 

Khususnya pada penangkapan ikan herbivora 

yang dapat mengganggu keseimbangan 

terumbu karang dan dapat memicu 

pertumbuhan alga yang tak terkendali, 

berujung pada pemutihan dan kematian pada 

terumbu karang (Zaneveld et al. 2016). Padahal 

25% kehidupan laut bergantung pada terumbu 

karang yang sehat (NOAA Fisheries 2022). 

Aktivitas overfishing juga berdampak negatif 

terhadap ekosistem lamun, beberapa faktor 

seperti penggunaan alat tangkap ikan seperti 

trawl, jaring tarik, jangkar, atau alat berat 

lainnya berkontribusi sebesar 51% terhadap 

kerusakan padang lamun, selanjutnya disusul 

oleh overfishing 28% dan  emisi keramba 20% 

berkontribusi terhadap kerusakan padang 

lamun (Herrera et al. 2022). 

Ekosistem mangrove juga tak luput dari 

dampak pengelolaan perikanan yang tidak 

berkelanjutan, penyebab utamanya adalah 

konversi mangrove menjadi tambak budidaya 

yang diperkirakan menyumbang 56.984 ha atau 

31% dari total deforestasi mangrove (DKTA 

2021). 

568.955
513.048

457.909
432.799

371.602 368.052 354.650
320.391

291.676 270.329

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Laut (Ton)



   

 

1286  
 

Policy Brief | Mendorong Keberlanjutan Ekosistem Laut di Indonesia 

Melalui Penerapan Ocean Accounting 

Seriusnya IUU Fishing dan 

Tantangan Penegakan 

Hukum  
Eksploitasi laut khususnya illegal, 

unreported, and unregulated fishing (IUUF) atau 

penangkapan ikan secara ilegal, tidak 

dilaporkan dan tidak diatur tidak hanya 

merusak ekosistem tetapi juga menimbulkan 

kerugian ekonomi yang signifikan. IUUF ini 

menyebabkan degradasi lingkungan, kerugian 

bagi masyarakat pesisir, dan penurunan stok 

ikan dengan perkiraan kerugian bagi Indonesia 

mencapai Rp101 triliun per tahun (Leonardo 

dan Deeb 2022).  

Permasalahan dalam pengelolaan 

ekonomi kelautan memang sangatlah 

kompleks. Sistem ini berhubungan dengan 

berbagai pihak serta aktivitas yang beragam 

seringkali saling bertentangan, hal tersebut 

menjadi tantangan besar untuk menjaga 

keberlanjutan dan ketahanan ekosistem laut. 

Tanpa praktik manajemen efektif dan 

perlindungan memadai, mengurangi dampak 

negatif dan memulihkan ekosistem laut yang 

berkelanjutan akan sulit. Ketiadaan Ocean 

Accounting (OA) sebagai kerangka data 

transparan akan menghambat pengambilan 

keputusan berbasis bukti terkait stok ikan akan 

terhambat, sehingga akan mempersulit mitigasi 

dampak reklamasi dan pencemaran. Pada 

akhirnya menyulitkan perlindungan sumber 

daya laut dan ketahanan ekosistem laut bagi 

generasi yang mendatang (Hollaway et al. 

2024). 

Gili Matra adalah salah satu proyek 

percontohan Ocean Accounting (OA) di 

Indonesia, yang menerapkan empat neraca 

utama untuk memantau ekosistem laut. 

Penerapan OA ini menghasilkan zona perikanan 

berkelanjutan terbesar, di mana penangkapan 

ikan hanya diizinkan dengan alat tradisional 

untuk menjaga kelestarian ekosistem laut Gili 

Matra. 

Praktik ini berdampak positif jelas 

terhadap ekonomi dari ekosistem terumbu 

karang, mangrove, dan padang lamun 

meningkat dari Rp 45.24 miliar di tahun 2015 

menjadi Rp 64.17 miliar di tahun 2021.  Selain 

itu penerapan OA juga meningkatkan kesadaran 

terhadap kelestarian ekosistem laut dan 

pemanfaatan sumber daya berkelanjutan. Hal 

ini terlihat dari keterlibatan aparatur desa dan 

pemerintah kabupaten serta provinsi dalam 

menyusun dan melaksanakan Rencana 

Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) Kawasan 

Konservasi Gili Matra, dan masyarakat juga 

menunjukkan peran aktif melalui konservasi 

berbasis komunitas dan pengelolaan pariwisata 

berkelanjutan (MMAF 2022). 

Belajar dari Dunia: Praktik 

Baik Penerapan Ocean 

Accounting 
Berbagai negara telah mengadopsi 

Ocean Accounting (OA) sebagai alat strategis 

dalam pengelolaan ekosistem laut. Australia 

menerapkan kerangka SEEA untuk mengukur 

nilai ekosistem laut.  Di Brazil telah menerapkan 

OA melalui pendekatan matriks input dan 

output ekonomi kelautan. Hasil studi di Brazil 

menunjukkan bahwa ekonomi pesisir dan laut 

di Brazil menyumbang hingga 19% dari Produk 

Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2015 

terutama dari sektor jasa seperti pelabuhan dan 

pariwisata pesisir (Carvalho dan Inácio De 

Moraes 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa 

OA mampu menyoroti kontribusi ekonomi laut 

yang sebelumnya terabaikan dan memperkuat 

perlindungan kawasan pesisir. 

Negara-negara di Samudera Hindia 

Barat seperti Kenya dan Afrika Selatan berkat 

kolaborasi dengan Global Ocean Accounts 

Partnership (GOAP), mereka berhasil 

menjembatani kesenjangan data antar sektor, 

dan menjadikan OA sebagai landasan dalam 

perencanaan lintas batas, khususnya untuk 

mengatasi isu IUUF dan perubahan iklim 

(Loureiro et al. 2023). Kedua contoh tersebut 
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menegaskan bahwa Ocean Accounting tidak 

hanya memperkuat akuntabilitas pengelolaan 

laut, tetapi juga memperkuat legitimasi 

kebijakan berbasis bukti dalam konteks 

pembangunan berkelanjutan dan konservasi. 

Rekomendasi Kebijakan  
Mengingat Indonesia sebagai negara 

kepulauan yang memiliki kekayaan laut yang 

luar biasa vital bagi ekologi dan ekonomi. Pada 

kenyataannya pemanfaatan sumber daya laut 

menghadapi tantangan besar akibat eksploitasi 

berlebihan, perusakan habitat dan lemahnya 

pengawasan yang dapat mengancam 

keberlanjutan ekosistem laut di Indonesia (Jane 

et al. 2025). Untuk mengatasi ini Ocean 

Accounting (OA) direkomendasikan untuk 

pengelolaan ekosistem laut yang berkelanjutan. 

Berdasarkan studi Loureiro et al. (2023) 

menunjukkan OA mengintegrasikan aspek 

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sementara 

Gacutan et al. (2022) menyampaikan bahwa OA 

diadaptasi dari SNA dan SEEA yang menyajikan 

data laut secara terpadu. Dengan demikian 

pemerintah perlu memetakan status  ekosistem 

laut  menggunakan OA untuk identifikasi area 

tereksploitasi dengan data presisi. Pemerintah 

juga disarankan untuk menerapkan OA sebagai 

alat ukur kinerja pengelolaan laut daerah, 

termasuk dampak penangkapan ikan ilegal, 

demi kebijakan yang lebih adil dan tegas. 

Selebihnya pemerintah juga harus menguatkan 

kapasitas kelembagaan dan SDM (KKP,  

Bappenas, BRIN dan BPS) untuk implementasi 

OA yang berkelanjutan serta mengevaluasi  

inkonsistensi hukum.  

Potensi penerapan Ocean Accounting 

(OA) di Indonesia ini sangat transformative. 

Data akurat dan terintegrasi dari OA akan 

menjadi dasar yang kuat untuk strategi 

konservasi yang tepat sasaran, alokasi sumber 

daya yang efisien untuk restorasi, serta sebagai 

pengembangan regulasi ekonomi yang lebih 

adil. Dengan demikian, OA akan menjaga fungsi 

ekologis vital laut Indonesia untuk memastikan 

keberlanjutan sumber daya maritim bagi 

generasi mendatang serta mendukung 

ekosistem laut yang berkelanjutan.  
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